BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negamabliRe
Indonesia adalah negara berdasarkan atas h(laamtstaat) Sebagai negara
hukum, maka Indonesia selalu menjunjung tinggi asfisi manusia. Selalu
menjamin segala warga negara bersamaan kedudukdndgkam hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualfty@uk mewujudkan tata
kehidupan tersebut diperlukan adanya upaya untukegakkan keadilan,
kebenaran dan ketertiban yang dilakukan oleh kelarakehakiman.

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang KéampiHukum
Islam (KHI) dijadikan sebagai pedoman dalam mers@kan masalah-
masalah perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wa#taf shodaqoh.
Perkawinan merupakan masalah yang sangat pentiam de&hidupan setiap
orang, karena pada dasarnya sebagaimana hukum dalamorang yang
berlainan jenis itu akan timbul rasa ketertarikatussama lain untuk hidup
bersama, saling berpasangan untuk memenuhi kebutoiloéogisnya yang
pada akhirnya akan mendapatkan keturunan. Dimahanh&anya dapat
dipenuhi dengan cara melaksanakan perkawinan yalamdislam disebut
pernikahan. Pernikahan dalam hukum Islam pada nigsamdalah mubah

(boleh) menurut Ulama Syafi'iyah selanjutnya hukuta bisa berubah

! Bambang WaluyoPidana dan Pemidanaatkd. |, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2004,
him. 33.



tergantung pada kondisi seseorang yang bersanglaghimgga hukum nikah

bisa menjadi wajib, sunnah, haram, dan makruh.
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Artinya: Dari Abdullah bin mas’'ud RA berkata, rasidh SAW
bersabda “Hai, golongan pemuda! Bila diantara kaohyang mampu kawin
maka hendaklah kawin, karena nanti matanya akath lédrjaga dan
kemaluannya akan lebih terpelihara. Dan apabillunbenampu kawin maka
hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya berpuasgsdunengendalikan
syahwat.

Perkawinan adalah tuntutan kodrat hidup yang tujyarantara lain
adalah untuk memperoleh keturunan, dan memenubnjoét agama dalam
rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtiera bahagia’Rasa
ingin hidup bersama tersebut sudah semestinyasifypéian dengan matang,
karena untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yamgoh# sejahtera dan
bahagia bukanlah suatu hal yang mudah. Dalam setwmhh tangga atau
perkawinan akan timbul berbagai masalah pentintgrariain masalah yang
berhubungan dengan suami istri, masalah hubunganaaorang tua dengan

anak, dan mengenai masalah harta kekayaan, sehakggadituntut untuk

saling pengertian dalam segala hal.

2 Abdul Rahman GhozalFigih MunakahatJakarta; kencana. 2008. him. 18
3 Ahmad bin Ali bin Hajar Al-AsqgalanBulughul Maram Darul Fikri him. 204
* Abdul Rahman GhozalQp, Cit him. 20



Kekekalan dan kebahagiaan yang diinginkan kadanig kaak
berlangsung lama dalam arti perkawinan tersebuaktitherujung pada
kebahagiaan dan tidak menutup kemungkinan akaadieya perceraian
walaupun semua calon suami istri tersebut telalulpdm®hati-hatian dalam
menjatuhkan pilihannya. Perceraian merupakan setoddékan hukum yang
dibenarkan oleh agama meskipun perbuatan terselhéndi, sebagaimana
sabda Rasulullah SAW bahwa perbuatan halal yanmpgpaibenci Allah

adalah thalag.
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Artinya: Kastir bin ubaid bercerita, dari muhammad kholid, dari mu’arrif
bin wasil, dari muharib bin dasar, dari ibnu umaapbi SAW bersabda ”
sesuatu yang halal yang di benci allah itu thalaq”

Thalaq itu dibenci sekalipun Rasulullah menamakaadaty sebagai
perbuatan yang halal. Akan tetapi karena thalaqusadr perkawinan yang
mengandung kebaikan-kebaikan yang dianjurkan olgdma, maka yang
seperti inilah dibenci. Dalam hal mengenai putushybungan perkawinan,
dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 197#rtgnPerkawinan

yang menjelaskan sebab-sebab putusnya perkawikamena kematian salah

satu pihak, perceraian, dan putusan pengadilan.

®> Al-lImam Abu DawudSunan Abi Dawuduz II, Darul Fikri, him. 255



Hukum Islam telah mengatur mengenai hubungan sisgrmidimana
keduanya diperintahkan untuk sedapat mungkin dé&mdbatas kemampuan
mereka agar membina rumah tangga dalam suasanankamns yang sakinah
(menjaga ketentraman), mawaddah (dengan kasih gaydan penuh
rahmah’Tidak ada seorangpun ketika melangsungkan perkawina
mengharapkan akan mengalami perceraian, apalagidgki perkawinan itu
telah dikaruniai anak. Walaupun demikian ada kaamgla sebab-sebab
tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak deggatditeruskan sehingga

terpaksa harus terjadi perceraian antara suami iste
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Artinya: Dan jika kamu khawatir ada persengketaatara keduanya (yakni
suami istri), maka kirimkanlah seorang hakam (gamai) dari keluarga laki-
laki dan seorang hakam dari keluarga perempuaa. Kiklua orang hakam
bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah nrentdafik kepada

suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetddgii Maha Mengenal.

Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasargaetena dalam
Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19Wang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkaWjiyaitu:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pekngtemadat,
penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembyhkan

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain sel@m@ua) tahun
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa afagang sah atau
karena hal lain diluar kemampuannya;

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara @)(ltahun atau
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan beslany

® Abdul Rahman Ghozal)p.Cit him, 155
" Departemen Agam#l-Quran dan TerjematDiponegoro, Bandung : t.t..him. 66
8 Undang-Undang Perkawinan di Indonesfgkola: Surabaya. t.t.. him. 48



d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau pengeam berat
yang membahayakan pihak yang lain;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan ataukpedgagan akibat
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai sisteni/

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadisgeihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rlagindalam
rumah tangga.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, Pd$alUndang-
Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Pénkammenyebutkan,
baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihama chendidik anak-
anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan abiddgnana ada
perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadilarberiekeputusannya.
Hal yang sama di sampaikan dalam Pasal 104 ayatftlang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam disebotikdengan jelas
bahwa, “semua biaya penyusuan anak dipertangguagjam kepada
ayahnya, apabila ayahnya telah meninggal dunia,antakya penyusuan
dibebankan kepada orang yang berkewajiban mematkaim kepada ayahnya
atau walinya.” Dengan demikian nafkah dalam kontdkskum Islam
merupakan kewajiban yang menjadi konsekuensi bagigotua akibat dari
adanya perkawinan.

Dari penjelasardi atasdapatdiketahui bahwanafkah yang diberikan
oleh orangtua secara fitrah (naluri) seorang ayah dan ibu ifileralinan
ikatan lahir batin dengan anak-anaknya yang telamahahkan Allah SWT

kepadanya. Orang tua mengharapkan semua anaknyadmdambaan dan

harapan yang tersimpan, dimana anak yang dididoknding dan diarahkan



tersebut akan menjadi anak yang shaleh, dapat mgkaia harkat dan
martabat orang tuanya dunia dan akherat.

Dalam perceraian, anak yang masih belum berumualin (belum
mumayyiy Hakim memutuskan ikut dengan iburytal ini didasarkan
pertimbangan bahwa anak dengan umur seperti ituihmasangat
membutuhkan kasih sayang ibunya. Ini bukan beeyéh tidak sanggup
memberikan kasih sayang yang dibutuhkan anak, &api seorang ayah
biasanya sibuk bekerja sehingga waktu yang dimiiikuk memperhatikan
anak kurang.

Dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974arign
perkawinan menyebutkan bahwa orang tua wajib méaralidan mendidik
anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau tdaealiri sendiri, dan
kewajiban ini akan terus berlaku meskipun perkawikadua orang tuanya
putus. Selanjutnya Pasal 46 Undang-Undang Perkawimamenambahkan
bahwa anak wajib menghormati orang tuanya dan ragrik@hendak mereka
dengan baik, dan apabila telah dewasa anak wajibelifeara orang tua dan
keluarganya menurut kemampuannya apabila merekadatahkan bantuan.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 105 Kompilagiktin Islam,
dalam hal terjadinya perceraian bahwa, “pemelilraranak yang belum
mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hakydusedangkan yang
sudah mumayyis diserahkan kepada anak untuk medhditara ayah atau

ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya ddmgga pemeliharaan

° Departemen Agam&HI, Pasal 105.



ditanggung oleh ayahnya”. Ayah bertanggungjawabs asemua biaya
pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak likamana bapak
dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajibaeliats Pengadilan dapat
menentukan bahwa ibu juga ikut memikul biaya tarstb

Pada dasarnylaadhanahterhadap anak yang belumumayyizadalah
hak ibunya sesuai dengan bunyi Pasal 105 ayat ¢iypasi Hukum Islam,
kecuali apabila terbukti bahwa ibu telah murtad deemeluk agama selain
agama Islam, maka gugurlah hak ibu untuk memeliaaek tersebut, hal ini
sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nan2d0/K/AG/1996,
yang mengandung abstraksi hukum bahwa agama memmjarat untuk
menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas Iperean dan
pengasuharh@dhanal terhadap anaknya yang belamimayyiz

Dalam pelaksanaan pemeliharaan ataupun pendidikak semata-
mata dilakukan demi kepentingan anak yang bersaagkwang dijadikan
pertimbangan adalah bahwa tanggung jawab orangthadap anak itu tidak
akan terhenti dengan adanya perceraian, baik behap ataupun cerai mati.
Ayah sebagai kepala rumah tangga ataupun sebageig otua tetap
bertanggungjawab terhadap segala kebutuhan perabiayang berkaitan
dengan pemeliharaan (pengasuhan) dan pendidikark anaskipun
pemeliharaan tersebut berada ditangan orang l@mekharaan anak bukan
hanya meliputi memberi nafkah lahir saja, tetagiajumeliputi nafkah batin

seperti pendidikan formal dan pendidikan informal.

9 Undang-Undang Perkawinan, No, 1. Tahun 1974, Pdsal



Apabila terjadi kealpaan ataupun kelalaian olemgruanya dengan
sengaja atau tidak melakukan tanggung jawabnyagaebsang tua maka dia
dapatlah dituntut dengan mengajukan gugatan kededag. Bagi salah satu
orang tua yang melalaikan kewajibannya tersebutumnPasal 49 UU
Nomor 1 Tahun 1974 dapat dicabut kekuasaannyapatasintaan orang tua
yang lain. Sebagai contoh, upaya hukum akan di@kideorang ibu sebagai
cara untuk memperoleh keadilan dan perlindungaaftegm hukum agar anak
mendapatkan hak yang telah dilalaikan ayahnya.

Kenyataan ini menjadi dilema bagi perempuan yalady teercerai dan
mendapatkan putusan dari pengadilan atas nafkdahdamehadlanahapabila
ada pengingkaran bahwa mantan suami tidak melakaangutusan
pengadilan tersebut dalam hal biaya pemeliharaaak.aKenyataan ini
seringkali kita jumpai dalam perceraian di PengadiAgama, banyak sekali
orang tua khususnya ayah yang setelah bercerailamkala kewajiban dan
tanggungjawabnya baik menyangkut kewajiban penradra anak. oleh
sebab itu orang - orang tersebut dang ke LBH Jatefigk meminta bantuan
dalam menyelesaikan eksekusi hak hadlanah danmafiak.

LBH Jateng adalah salah satu LBH yang sering memang
permasalahan eksekusi hHakdlanahdan nafkah anak. Permasalahan tersebut
dapat teratasi dengan berbagai langkah-langkahtsepmamberikan advokasi,
konsultasi, investigasi, dan arbitrase. Oleh kanémgenulis tertarik untuk

menggali lebih dalam peran LBH Jateng ini dalampskryang berjudul :



“Peran LBH JAWA TENGAH Dalam Memberikan Bantuan Huk um

Terhadap Upaya Eksekusi Hak Hadlanah Dan Nafkah Ank’

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang mgm#dk masalah
yaitu :
1. Bagaimana peran LBH Jawa Tengah dalam memberikatudoa hukum
terhadap upaya eksekusi hak hadlanah dan nafk&R ana
2. Apa kendala dan upaya LBH Jawa Tengah dalam mekalpebantuan
hukum terhadap upaya eksekusi hak hadlanah daamafiak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebbgakut:
1. Untuk mengetahui peran LBH Jawa Tengah dalam mekabpebantuan
hukum terhadap upaya eksekusi hak hadlanah daamafk
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya LBH Jawa Tendalam
memberikan bantuan hukum terhadap upaya eksekishdmdlanah dan
nafkah anak.

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang masald&adlanahsudah banyak dilakukan seperti
contoh skripsi di bawah ini :
1. Skripsi karya Asmuni tahun 2008, fakultas syri’ékNI Walisongo

dengan judul“Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak No.



768/pdt.g/ 2003/ pa. Dmk. Tentang H&laganah Bagi Anak yang Belum
Mumayiz”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa majelisimadalam
memutus perkara Nomor 768/ Pdt. G/ 2003/ PA. Dmiktatey hak
hadanahbagi anak yang belumumayyiz majlis hakim menetapkan hak
hadanah jatuh kepada ayahnya sebab diketahui ibu ingin mtesntali
silaturrahmi anak dengan anaknya. Namun keputhakimi tidak sesuai
dengan pasal 105 dan 156 KHI yang dijadikan daskurn oleh majlis
hakim tersebut, karena pasal itu menerangkan bagarg wajib
membiayai kebutuhan hidup anak adalah ayah. Kemudiesar hukum
yang digunakan majelis hakim dalam memutus yaigalpd5 ayat 1 UU
tahun 1974 jo 105 dan 156 KHI belum cukup kuat kintuendukung
alasan-alasan hakim.

. Skripsi karya Muhammad Anshori Tahun 2006, fakukgari’ah, 1AIN
Walisongo, dengan juduiStudi Analisis Pendapat lbnu Hazm Tentang
Hak Hadanah Bagi lbu yang Menikah Lagi”Penelitian ini lebih
menekankan tentang haaganah bagi ibu yang menikah lagi menurut
Ibnu Hazm. Dalam hal ini Ibnu Hazm berpendapat zahak /adlnah
bagi ibu yang menikah lagi tidak gugur haknya. Cenglasan tidak ada
perbedaan antara perhatian dan kasih sayang ttak gu atau ayah tiri
dalam masalaltadlanah Karena yang utama adalah perhatian dalam soal
agama dan dunia. Ibnu Hazm lhetinbaf hukum dengan hadits dalam

menetapakan hukum tersebut, disebabkan dalam &wQuidak ada
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keterangan yang jelas dalam masalah hak mengasihbagi ibu yang
menikah lagi itu tidak gugur.

3. Kemudian Skripsi karya Misbakhun tahun 2006, fasilyari’ah, dengan
judul “Studi Analisis Terhadap Pasal 116 ayat (h) TentdPgrceraian
Dengan Alasan Murtad” Pada penelitian ini dijelaskan bahwa dengan
murtadnya suami maupun istri dalam ikatan pernikatarus cerai, baik
jika terjadi pertengakaran maupun tidak. Melihatri d&asus ini
disimpulkan bahwa skripsi ini melihat dari sisi pad16 KHI yang
bertolak belakang dari Al-Qur'an dan hukum-hukukihfiyang ada sebab
menurut pendapat penulis skripsi ini, pasal terskbnoya melihat dampak

terjadinya perceraian dan bukan melihat proseadigrya perceraian.

Dalam pembuatan skripsi yang digunakan untuk mehienu
parsyaratan (S.1) maka penulis meneliti di LBH Jawagah dalam perkara
hak hadlanah dan nafkah anak. Dari perkara tergamng ingin penulis teliti
yaitu peran LBH Jawa Tengah untuk mengupayakankekséakhadlanah
dan nafkah anak, karena untuk mengeksekusi kedkarpetersebut sampai
sekarang masih belum ada solusi yang kongkrit.

Berdasarkan atas pustaka yang telah penulis keraokak atas,
penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dekgeya ilmiah atau skripsi
yang telah dipaparkan di atas. Skripsi ini membabasng peran LBH Jawa
Tengah dalam memberikan bantuan hukum terhadapaupkgekusi hak

hadlanah dan nafkah anak, yang selama ini menjadi dilemma sering
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dialami oleh perempuan yang bercerai dalam menkiapdtak atakadlanah
dan nafkah anak.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh penelitian yang memenuhi klassiildan kriteria
yang ada dalam karya ilmiah, maka penulis akan nmapglkan data-data
skripsi ini menggunkan metode penulisan sebagéailder

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empyang bersifat
deskriptif. Dalam penelitian ini penulis menggunakenetode kualitatif
deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan unutk ndeskripsikan secara
sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu lpspatau daerah tertentu,
mengenai sifat-sifat, karakteristik, dan atau faktertentu!’ Dari segi
bentuknya, penelitian ini bentuknya penelitian ea#f. penelitian ini
menurut rossi, freeman, dan wright mencakegearch for progranplanning
monitoring program implementation, impact assesmatdn measuring
efficiency® Pada umumnya dilakukan apabila seseorang inginilanen
program-program yang dijalankan. kemudian dari suljuanya dibagi
menjadi tiga, yakni : penelitialact fanding penelitianproblem identification
dan penelitiarproblem solutionKetiganya merupakan jenis penelitian yang

berkelanjutan dimana penelitidact finding merupakan langkah awal untuk

" Bambang Sunggon®jetodologi Penelitian Hukundakarta, Raja Grafindo, 2005, him.
35

2 Noeng Muhadijir, Metodologi Penelitian Kebijakan Dan Evaluation Rasé:
Integrasi Penelitian Kebijakan Dan Perencanaatogyakarta, Rake Sarasin, 2004, him. 209
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menentukan fakta kemudian dilanjutkan dengan pesreluntuk menemukan
masalah untuk selnjutnya menuju ke pengidentifd@snasalah dan akhirnya
dilakukan penelitian untuk mencari solds;i.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di LBH Jawa TengahKknguru raya
Nomor 11 semarang, 50161, karena LBH Jateng tedblerbpa kali berhasil
menangani perkara eksekusi t@idlanahdan nafkah anak.

3. Sumber Data

Sumberdata yang dimaksuddalam penelitianini adalahsubyek dari
manadatayangdiperoleh**Ada dua macam data yang dipergunakan,yakni
data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Yang dimaksud data primer adalah data yang digerallegsung dari
sumbernya yaitu dari obyek yang akan ditéfitiJadi data primer ini
merupakanhasil wawancara langsung dengan para pihak (LBH, marutzamis
mantan isteri yang berperkara, advokat)

b. Data Sekunder
Data sekunderadalahsumberdata yang dijadikan data pelengkap dan

pendukung dari data primer!® Yang diambil dari buku-buku, putusan,

13 Amiruddin Dan Zainal AsikinPengantar Metode Penelitian HukuiRaja Grafindo,
Persada, 2003, him. 28-29

1 Hadi Sutrisno,Metodolog Penelitian jilid 2, YogyakartaOfset,2000n,him. 66.

'3 SuharsimiArikunto, ProsedurPenelitianSuatuPendekatarPraktek Jakarta: PT.Rineka
Cipta, 1992 him. 120.

16 SsurachmadpasarDan TehnikReseachBandung:CV.Tarsito,1990,him. 134.
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dokumen, artikel dan lain-laigang memilikirelevansilangsungdengantema
penulisarskripsiini.

4. Meode Pengumpulan Data

metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulleda ghitu :

a. Metode interview / wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh peneliti /
Pewawancara(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan wawancara
(interviewe) yang memberikan jawaban atas pertanyaar’ itWawancara
dilakukan kepada advokat LBH Jateng yang menargiaak yang berperkara.

b. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenahahabtau
variabel yang berupa putusan, catatan atau transkip, surat kabar,
majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan aielyad®

5. Teknik Analisis data

Analisis data adalah pengolahan data yang diperdlaik dari
penelitan pustaka maupun penelitian laparfdaari data primer dan
sekunder yang diperoleh dengan cara wawancara alamentasi dianalisis

pustaka maupun lapangan ini secara deskriptipteali

7 Lexy J Moleong Metodologi PenelitianKualitatif, Bandung: PT, Rimaya Rosda
Karya, 2006, him. 186.

'®Ibid. HIm,231.

9| BH Jawa Tengah

% sudartoMetode Penelitian Filsafatlakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, him, 47.
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Dikatakan deskriptip, karena penelitian ini dimaksan untuk
memberikan data yang seteliti mungkin tentang skatdaan atau gejala-
gejala lainy&€’dengan demikian, diharapkan mampu memberi gambaran
secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengeregjala hal yang
berhubungan dengan pelaksanaan putusan PengaddamaA mengenai

tanggungjawab ayah terhadap nafkah anak.

. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini akan penulis bagi ménjena Bab yang
akan penulis uraikan dalam sub-sub Bab. Adapurersaika penulisan
skripsi ini adalah:

Bab | : Pendahuluan
Dalam bab ini dipaparkan mengenai latar belakang da
permasalahan yang penulis kaji, rumusan permasalaha
yang coba penulis cari jawabannya, tujuan dari i
skripsi, penelaahan pustaka, metode penelitian dan
sistematika penulisan skripsi.

Bab Il : Kerangka Teori / Tinjauan Pustaka
Dalam Bab ini akan dibahas mengurai teori-teori
tengtang perkawinan, perceraiadlanah dan nafkah
anak.

Bab IlI : Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah.

2 Sperjono Soekant®engantar Penelitian Hukunijakarta: Ul Press, 1986), him. 10

15



Bab ini akan menguraikan: a) Profil LBH Jawa Tengah, b)
tugas dan fungsi LBH Jawa Tengah, c) Visi dan MBH
Jawa Tengah, d) Peran LBH Jawa Tengah dalam meberi
bantuan hukum terhadap upaya eksekusilr@lanahdan
nafkah anak.

Bab IV : Hasil Penelitian

Bab ini merupakan pokok dari pembahasanpenulisan
skripsi ini. Yang meliputi analisis terhadap peran LBH
jawa tengah dalam memberikan bantuan hukum terhadap
upaya eksekusi hdladlanahdan nafkah anak.

Bab Vv : Penutup

Bab ini memuat kesimpulan, saran-saran dantppnu
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